
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA G ORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG 

TEKNIS F'EMBERIAN TUNJANGAN HARI I ^ Y A DAN GAJI KETIGA BELAS 

YANG B E R S U M B E R DARI ANGGAR/iN PENDAPATAN CAN 

BELANJA DAERAH TAPiUN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2 

Peraturan Pemerintah Nomoi- 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 

Aparatur Negara, Pensiunan, P<inerima Pensiun dan Penerima 

Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peratuian Wali Kobi 

tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas Yang Bersumber Dari An^jgaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi^ 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentanfe 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republi^ 

Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaia Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaraii 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebag;aimana telari 

beberapa kali diubah terakhir dengan Umiang-Undang 

TENT ANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA GORONTALO, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawe+ 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 1822); 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
I 

2. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 

Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republij< 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarab 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te!ah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONTALO 

PERATURAN WAL! KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2024 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETJGA BELAS 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN 2024 

Mengingat : 1. 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (21 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentanf 
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada 

Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Peneriml 

Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Ko+ 

ten tang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketigj 
Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanjr 
Daerah Tahun 2024; 

; 

I 
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Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta ICerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Reputlik Indonesia T.ahun 2023 

Nomor 4 1 , Tambahan Lembairan Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berits. 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036^ 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahari 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015i 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Ber i t£L 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerali 

(Berita Negara Republik Indonesia T£ihun 2020 

Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Ani^aran 202^-

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TEINTANG TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJ I KETIGA EiELAS YANQ 

B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN 2024 

MEMUTUSKAN : 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN 2024 

Menetapkan: PERATURAN WAL! KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIA� 
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 

I 

7, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaralf 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 202:3 Nomor 9). 

- 2 - 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik .; 
Nomor 6856); 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentan 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga BelaJ 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima PensiunJ 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran NegarJ 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50,. Tambahad 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daer 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 , 

Nomor 1781); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit� 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036j 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Ment3 ej 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubah 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(BeritJ 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

4, 

•, 
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BAB I 

KETENTUAN UMLFM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dxmgan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negani Kesatuan Republik Indonesia, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Crndang Dasar Negara Republik: 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pegawiii Negeri Sipil yang selanjutnya disi:rigkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebeigai pegawa. 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaiar. 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pejabat negars. 

lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingka ; 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Gorontalo. 

5. Galon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut <3PNS adalal. 

Pegawiii yang baru lulus tes seleksi penerimaan Galon Pegawai Negeri 

Sipil tiihap pertama dan Galon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti 

kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 

gaji 100 %. 

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebu : 

PPPK adalah warga Negara Indonesia y£ing memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas peme:rintahan. 

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri . 

8. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

9. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

Pasal 1 
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9. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

8. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Gorontalo. 

Calon Pegawai Negeri Sipil yang sel.anjutnya disebut CPNS adal, 
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negen 
Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum 

mengikuJ 

kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan 

gaji 100 %. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disi:ngkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegaw4 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaia.If 
untuk menduduki jabatan pemerintahan. I 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

5. 

3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pejabat negara 

lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

4. 

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut 

PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuru 

asas otonomi dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonomi seluas 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

. 

I 
1- 
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BAB I I 

PEM13ERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJ I KETIGA B E L A S 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 

(1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada 

a. PNS dan Galon PNSr 

b. V^alikota dan Wakil Walikota; 

e. Pimpinan dan Anggota DPRD; 

d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; 

e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah 

yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanaji 

Umum Daerah; dan 

f. PPPK. 

(2) PegaAvai non -ASN p a d a Perangkat D a e r a h sebaga imana 

d i m a k s u d p a d a ayat 1 h u r u f e b<;rsumber pada pendapata i i 

B L U D . 

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dibeidkan kepad 

PNS: 

a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 

b. Sedang ditugaskan di luar instansi jiemerintah baik di dalam negeri 

maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat 

penugasan. 

Bagian Kedu£i 

Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3 

(1) Tunjgmgan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PN|S 

meliputi: 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan keluarga; 

- 4 - 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

(1) 

Pasal 2 

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepadJ 

a. PNS da:n Caton PNS; 

b. Walikota dan Wakil Walikota; 

c. Pimpinan dan Anggota DPRD; 

d. Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah; 

Bagian Kedua 

Pemberian Tunjangan Hari Raya 

b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri 

maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat 

penugasan. 

a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 

b. tunjangan keluarga; 

f. PPPK. 

a. gaji pokok; 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepadl 
PNS: 

e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daer 

yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan 

Urnurn Daerah; dan 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi P S 

meliputi: 

(3) 

(2) Pegawai non-ASN pada Perangkat Daerah 

dimaksud pada ayat 1 huruf e bersumber pada pendapat 

BLUD. 

' 
I":" I 
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c. tunjangan pangan; 

d. tu njangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 

1 (satu) bulan dengan memperhatikau kemampuan kapasitas f iska 

dfierah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabahm. 

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber daii angggirar 

penda]3atan dan belanja daerah tidak menerima tambahan fiengahasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling 

banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesai 

tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalan 

1 (satu) bulan. 

(3) Tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara sebagaimana. 

dimakvsud pada ayat (2), dibayarkan setelah penyaluran Dana Alokas: 

Umum Tambahan berkenaan dari Pemerintah Pusat. 

(4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan d£in Anggota Dewan Perwakilar 

Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang ]:epresentasi, 

tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggot£. 

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sesuai dengan ketentuam peraturair. 

perundang-undangan yang mengatur heik keuangan dan administrati s 

Pimpir.am dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(5) Tunjangan Hari Raya bagi: 

a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; 

dan 

b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas padei 

instansi pemerintah yang menerapk:an pola pengelolaim keuangan 

Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. 

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS 

pada IBadan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebu; 

yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatanny£L 
setara. 

(6) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi: 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan. 

(6) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi: 

(5) Tunjangan Hari Raya bagi: 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 

- 5 - 

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

tunjangan pangan; 

tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalj 
1 (satu) bulan dengan mernperhatikan kernampuan kapasitas fisk 

daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

e. 

d. 

c. 

a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; 

dan 

paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS 

pada 13adan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebuf 
yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya 

setara. 

b. pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada 

instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. 

(3) Tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setelah penyaluran Dana •• 
Umum Tambahan berkenaan dari Pemerintah Pusat. 

(4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakil 

Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, 

tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggotj 
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sesuai dengan ketentuan peratur 

perunclang-undangan yang mengatur hak keuangan dan adrninistrati 

Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling. 

banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar 

tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 

1 (satu) bulan. 

.. 
. 
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b. tuiijangan keluarga; 

0 . tunjangan pangan; 

d. tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan paling banyal: sebesar yang diterima dalam 

1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan 

tambahan penghasilan dengan memperhatikan Eiemampuan 

kapasitas l iskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

pemndang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlalcu secara Mutatis Mutandis 

terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya. 

BAB II I 

PEMBAYARAN 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) 

hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(:2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagairaana dimaksud pgda ayat (1) 

belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah 

tanggal Hari Raya. 

(3) Besaran. tunjangan Hari Raya yang dibayjirkan sebagaimanxi dimaksud 

pada aj'̂ at (1) didasarkan pada besaran komponen penghiisilan yang 

dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024, 

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan 

paling cepat pada bulan J u n i Tahun 2024. 

(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ay£it (1) belum 

dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan J u n i 

Tahun 2024. 

. 

I - I - . .... - I .... • - ... 
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b. tunjangan keluarga; 

c. tunjangan pangan; 

d. tunjangan umum; dan 

e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 

1 [satu] bulan bagi instansi pemerintah daerah yang rnemberikan 

tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan 
kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis 

terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya. 

BAB III 

PEMBAYARAN 

Pasal 5 

( 1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) 

hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(:2) Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah 

tanggal Hari Raya. 

(:3) Besaran. tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang 

dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024. 

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan 

paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. 

(S) Dalam ha! Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 

Tahun 2024 . 
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(6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu 

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024. 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongar 

iuran dan/atau potongan lain berdasark£in ketentuan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Bekis dikenakan pajak penghasilar. 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dar. 

ditanggung pemerintah daerah. 

(3) Pajak tambahan penghasilan dibebankan. pada penerima. 

Pasal 7 

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran IPunjangan Hari R£iya dan Gaji 

ketiga belas wajib mengembalikan/menyetorkan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 8 

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dam Gaji Ketiga Bekis dilakukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 9 

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya. dan gaji ketiga belas dapat 

bersumber dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b. Sumb(3r pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hai i 

Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2023 

Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlalcu lagi. 

Pasal 8 

Pasal 9 
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a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
da1 [ 

ditanggung pemerintah daerah. 

Pajak tambahan penghasilan dibebankan. pada penerima. 

Pasal 10 I 
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjungan 
H8* 

Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dab 
I 

Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 202f 
Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 I 
Dalam hal terdapat kelebihan pernbayaran njangan Hari Raya dan Gajr 
ketiga belas wajib mengembalikan/menyetorkan ke Rekening Kas Umum 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya. dan gaji ketiga belas dapat 

bersumber dari: 

BAB IV 

PENDANAAN 

Proses Pernbayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakuka 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yait 

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024. 

(3) 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potonga 

iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan. 

(2) 

,. 
• 

I - I - ... I - .... -n 
... / i, 

' 



- 8 -

Pasal 11 

Peraturan V/alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota (Oorontalo. 

Ditetapkan di Gorontcilo 

pada tanggal 22 Ms.ret 2024 pa^ 

r WALI KOTA GORONTALO^ 

MART :EN A. T A H A 

Diundangkan Gorontalo 

padatanggid 22 Maret 2024 

ISMAIL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .7. 

• 
l 

/ 
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Pasal 11 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo »r tanggal 22 Me.ret 
_ 
{024 

f\VALI KOTA GORONTALj 

c "t A.TAHA 

Diundangkan Gorontalo 

pada tanggal 22 Maret 2024 

ISMAIL MADJID 

SERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .7. 


